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BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR 

PROVINSI MALUKU 

 

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR 

NOMOR 48 TAHUN 2017 

TENTANG  

URAIAN TUGAS DINAS PENANAMAN MODAL  

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, 

Menimbang  : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan pasal 4 

Peraturan Daerah dimaksud dipandang perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural 

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Seram Bagian Timur. 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam 

Lingkungan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku 

Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 111 dan Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian sebagaimana beberapa kali 

mengalami perubahan, perubahan terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten 

Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di 

Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4350); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republík Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republík 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaímana 

telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 
7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 169 Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor  133); 

M E M U T U S K A N : 
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Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DINAS 

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 

PINTU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1   

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh 

pemerintah daerah dan dprd menurut asas otonomi dan tugas pembantu 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara 

kesatuan Republik Indonesia.  

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian 

Timur. 

3. Daerah adalah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. 

4. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan 

rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di 

Kabupaten Seram Bagian Timur. 

6. Otonomi Daerah adalah hak kewenangan dan kewajiban daerah otonomi 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

7. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan 

Republik Indonesia.  

8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian 

Timur. 

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian 

Timur. 

10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian 

Timur. 

11. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Seram Bagian Timur. 

12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seram Bagian Timur. 

13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 

berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan 

bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau 

Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 

14. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/ 

kegiatan tertentu,baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. 

15. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya memperpendek rentang waktu, 

prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan. 

16. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan 
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perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap 

permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara 

terpadu dalam satu pintu pada satu tempat. 

17. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan 

kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk 

memberikan pelayanan perizinan. 

18. Unit pelayanan perizinan terpadu adalah bagian perangkat daerah 

berbentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan gabungan 

dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di 

bidang pelayanan perizinan. 

19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang 

diberikan tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang 

berwenang untuk melaksanakan tugas berdasarkan keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

20. Pembinaan dan Fasilitasi adalah pemberian pedoman, bimbingan, 

pelatihan, arahan dan supervisi. 

21. LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2   

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri atas : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri atas : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Aset. 

c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman 

Modal, terdiri atas :  

1) Seksi Perencanaan, Deregulasi Penanaman Modal Dan Pemberdayaan 
Usaha; dan 

2) Seksi Pengembangan Promosi, Pelaksanaan Promosi, Sarana Dan 
Prasarana Promosi Penanaman Modal. 

d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Informasi 
Penanaman Modal, terdiri atas :  

1) Seksi Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan 

Penanaman Modal; dan 

2) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. 

e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan 
Pelaporan Layanan, terdiri atas :  

1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A dan B; dan  

2) Seksi Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan. 

f. Tim Teknis; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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BAB III 

URAIAN TUGAS 

Bagian Pertama 

KEPALA DINAS  

Pasal 3   

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di 

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan di bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas; dan 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. Merumuskan kebijakan teknis dan operasional di bidang penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

b. Menyusun program dan kegiatan di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu; 

c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait 

menyangkut bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 

pintu; 

d. Merekomendasikan pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum 

di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

e. Mengkoordinasikan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi 

pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu 

satu pintu; 

f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data informasi serta evaluasi 

kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

g. Melaksanakan pelayanan jasa penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu; 

h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

i. Melaksanakan, membina dan mengawasi pengelolaan administrasi 

umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan 

dan peralatan; dan 

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.  

Bagian Kedua 

SEKRETARIAT 

Pasal 4   

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 
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menyelenggarakan pelayanan administrasi, merencanakan, memantau, 

mengendalikan dan mengevaluasi aset, program/kegiatan dan 

pengembangan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 

pintu. 

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi: kepegawaian, keuangan, 

perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga; 

b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum; 

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 

kegiatan Sub Bagian; dan 

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Sub Bagian. 

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. Merencanakan operasional kerja Sekretariat Dinas berdasarkan 

rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja; 

b. Mengkoordinasikan segala kegiatan antara bidang dalam lingkup dinas; 

c. Mengatur dan membina kerjasama dalam pengurusan administrasi 

dinas; 

d. Memberi petunjuk analisis dan pengembangan kinerja dinas; 

e. Mengkoordinasikan/menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas; 

f. Memberi petunjuk pembinaan organisasi, pendidikan dan latihan 

dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur dinas; 

g. Mengatur urusan tata usaha, keuangan, aset, perencanaan dan 

pengendalian serta pembinaan kepegawaian dinas; 

h. Mengatur tata naskah dinas dan rumah tangga dinas; 

i. Melaksanakan inventarisasi semua barang bergerak dan tidak bergerak 

milik dinas; 

j. Memberi petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada 
lingkungan dinas; 

k. Membina perpustakaan dinas; 

l. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Aset; 

m. Melihat dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Aset; 

n. Mengembangkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Aset; 
o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

dan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Aset; 
p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas kepada Kepala 

Dinas; dan 

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 5   

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu 

sekretaris dalam menyelenggarakan ketatausahaan, rumah tangga dan 

perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dinas. 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : 
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a. Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian; 

b. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;  

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 

kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian; dan  

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural 

dalam lingkup Sub Bagian. 

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku sebagai pedoman kerja; 

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnyayang 

berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, mengiventarisasi 

permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang 

berhubungan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian; 

d. Memberikan pelayanan : naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, 

komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian, penerimaan 

tamu, kehumasan dan protokoler; 

e. Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang 

rapat/pertemuan, komunikasi, dan sarana/prasarana kantor; 

f. Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, 

keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya; 

g. Memfasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, kesejahteraan 

pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian 

sanksi/hukuman dan pemberhentian/pensiun, serta pendidikan dan 

pelatihan pegawai; 

h. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan 

pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, 

pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya; 

i. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian; 

j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian; 

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian kepada Sekretaris; dan 

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

Sub Bagian Bagian Keuangan, Perencanaan dan Aset  

Pasal 6   

(1) Sub Bagian Bagian Keuangan, Perencanaan dan Aset mempunyai tugas 

membantu sekretaris dalam melaksanakan perencanaan, pengendalian 

data, pembinaan dan evaluasi program/ kegiatan dinas. 

(2) Sub Bagian Bagian Keuangan, Perencanaan dan Aset dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian; 

b. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;  
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c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 

kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian; dan  

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural 

dalam lingkup Sub Bagian. 

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai derikut: 

a. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Bagian 
Keuangan, Perencanaan dan Aset berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja; 
b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan tugas Sub Bagian Bagian Keuangan, 
Perencanaan dan Aset; 

c. Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan secara menyeluruh untuk 
penyusunan rencana kegiatan dinas; 

d. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan bagian dan bidang 

lainnya untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana stratejis dinas; 
e. Menyiapkan penyusunan rencana kerja tahunan secara periodik; 

f. Menyiapkan penyusunan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) dinas; 
g. Menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan dinas; 
h. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan 

dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring; 
i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi 

tingkat Kabupaten dan Propinsi; 

j. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dinas dan 
menyusun LAKIP dinas; 

k. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Bagian 
Keuangan, Perencanaan dan Aset; 

l. Mengevaluasi pelaksaan tugas staf Sub Bagian Bagian Keuangan, 

Perencanaan dan Aset; 
m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Bagian 

Keuangan, Perencanaan dan Aset kepada Sekretaris; dan 
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris; 

Bagian Ketiga 

BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN  

PROMOSI PENANAMAN MODAL 

Pasal 7   

(1) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman 

Modal mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan 

kegiatan di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi 

penanaman modal. 

(2) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman 

Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana 

strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup 

daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah; 

b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan 

penanaman modal lingkup daerah; 

c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah 

dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, 
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antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal 

lingkup daerah; 

d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi 

penanaman modal lingkup daerah; 

e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar 

daerah; 

f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal 

g. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;  

h. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 

kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup 

bidang; dan 

i. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan 

pejabat non struktural dalam lingkup bidang. 

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana pelaksanaan program operasional Bidang 

Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman Modal. 

b. Menyusun pedoman pembinaan dan fasilitasi Bidang Perencanaan, 

Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman Modal berdasarkan 

juklak yang telah ditetapkan; 

c. Mengumpulkan bahan dan informasi dalam rangka menyusun program 

kerja Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Promosi 

Penanaman Modal; 

d. Menyiapkan bahan dan data penyusun rencana kegiatan dan program 

kerja Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Promosi 

Penanaman Modal berdasarkan juklak yang telah ditetapkan; 

e. Mengadakan pengawasan satuan kerja yang dibawahinya terhadap 

pelaksanaan rencana dan program kerja dalam rangka pembinaan 

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman 

Modal sesuai ketentuan yang berlaku; 

f. Menyusun saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi 

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman 

Modal sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. Mengatur dan mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi 

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman 

Modal; 

h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup badan maupun 

instansi teknis dalam rangka pembinaan di bidang Perencanaan, 

Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman Modal; 

i. Membagi dan memberi tugas kepada bawahan sesuai fungsinya; 

j. Mengevaluasi pelaksanaan rencana dan program kegiatan yang telah 

ditetapkan secara periodik; 

k. Mengawasi dan membina, memberi arahan/petunjuk teknis serta 

bimbingan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas; 

l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kepada pimpinan; dan 

m. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 
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Seksi Perencanaan, Deregulasi Penanaman Modal  

Dan Pemberdayaan Usaha 

Pasal 8  

(1) Seksi Perencanaan, Deregulasi Penanaman Modal Dan Pemberdayaan 

Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan, 

Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman Modal dalam 

melaksanakan kegiatan perencanaan, deregulasi penanaman modal dan 

pemberdayaan usaha. 

(2) Seksi Perencanaan, Deregulasi Penanaman Modal Dan Pemberdayaan 

Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan program dan kegiatan seksi; 

b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi; 

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 

kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan 

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural 

dalam lingkup seksi. 

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana 

umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman 

modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; 

b. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana 

umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman 

modal lingkup daerah berdasarkan wilayah; 

c. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan 

deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan 

sektor usaha; 

d. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan 

deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan 

wilayah; 

e. Melakukan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, 

menengah, besar dan koperasi; 

f. Melakukan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar 

dan koperasi; 

g. Menyiapkan bahan penyuluhan Seksi Perencanaan, Deregulasi 

Penanaman Modal Dan Pemberdayaan Usaha; 

h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pembinaan Seksi Perencanaan, Deregulasi Penanaman Modal Dan 

Pemberdayaan Usaha; 

i. Menyusun petunjuk pembinaan kerjasama dalam perencanaan, 

deregulasi penanaman modal dan pemberdayaan usaha; 

j. Mengoreksi pelaksanaan pemberian rekomendasi di bidang 

perencanaan, deregulasi penanaman modal dan pemberdayaan usaha; 

k. Menganalisa dan mengevaluasi laporan kegiatan Seksi Perencanaan, 

Deregulasi Penanaman Modal Dan Pemberdayaan Usaha; 

l. Menyusun saran penyelesaian masalah pembinaan Seksi Perencanaan, 

Deregulasi Penanaman Modal Dan Pemberdayaan Usaha; 
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m. Membagi tugas, memberikan petunjuk/arahan membimbing bawahan 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

n. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain 

yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Seksi Pengembangan Promosi, Pelaksanaan Promosi, Sarana  

Dan Prasarana Promosi Penanaman Modal 

Pasal 9  

(1) Seksi Pengembangan Promosi, Pelaksanaan Promosi, Sarana Dan 

Prasarana Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu 

Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Komunikasi Publik dalam 

melaksanakan kegiatan pengembangan promosi, pelaksanaan promosi, 

sarana dan prasarana promosi penanaman modal. 

(2) Seksi Pengembangan Promosi, Pelaksanaan Promosi, Sarana Dan 

Prasarana Promosi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan program dan kegiatan seksi; 

b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi; 

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 

kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan 

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural 

dalam lingkup seksi. 

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan 

kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah 

berdasarkan sektor usaha; 

b. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan 

kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah 

berdasarkan wilayah; 

c. Melakukan perencanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan 

wilayah; 

d. Melakukan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 

e. Melakukan penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi 

penanaman modal; 

f. Melakukan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman 

modal; 

g. Merencanakan program dan kegiatan pembinaan Seksi Pengembangan 

Promosi, Pelaksanaan Promosi, Sarana Dan Prasarana Promosi 

Penanaman Modal; 

h. Menyiapkan bahan penyuluhan Seksi Pengembangan Promosi, 

Pelaksanaan Promosi, Sarana Dan Prasarana Promosi Penanaman 

Modal; 

i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pembinaan Seksi Pengembangan Promosi, Pelaksanaan Promosi, 

Sarana Dan Prasarana Promosi Penanaman Modal; 

j. Menyusun petunjuk pembinaan kerjasama dalam Pengembangan 

Promosi, Pelaksanaan Promosi, Sarana Dan Prasarana Promosi 

Penanaman Modal; 
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k. Mengoreksi pelaksanaan pemberian rekomendasi di bidang 

Pengembangan Promosi, Pelaksanaan Promosi, Sarana Dan Prasarana 

Promosi Penanaman Modal; 

l. Menganalisa dan mengevaluasi laporan kegiatan Seksi Pengembangan 

Promosi, Pelaksanaan Promosi, Sarana Dan Prasarana Promosi 

Penanaman Modal; 

m. Menyusun saran penyelesaian masalah pembinaan Seksi 

Pengembangan Promosi, Pelaksanaan Promosi, Sarana Dan Prasarana 

Promosi Penanaman Modal; 

n. Membagi tugas, memberikan petunjuk/arahan membimbing bawahan 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

o. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain 

yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Bagian Keempat 

BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN 

INFORMASI PENANAMAN MODAL 

Pasal 10   

(1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Informasi 

Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

melaksanakan kegiatan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman 

modal dan informasi penanaman modal. 

(2) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Informasi 

Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan 

sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan 

penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan 

perundang-undangan; 

b. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan 

penanaman modal; 

c. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan 

pengolahan data penanaman modal; 

d. Penyusunan kebijakan teknis bidang; 

e. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;  

f. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 

kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang; 

dan 

g. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan 

pejabat non struktural dalam lingkup bidang. 

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. Merumuskan rencana operasional pembinaan di bidang Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Informasi Penanaman Modal; 

b. Merumuskan pedoman pembinaan di bidang Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal Dan Informasi Penanaman Modal; 

c. Melaksanakan pemasyarakatan dan sosialisasi di bidang Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Informasi Penanaman Modal; 
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d. Menyusun data potensi di bidang Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal Dan Informasi Penanaman Modal; 

e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup dinas maupun 

instansi teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan di bidang 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Informasi 

Penanaman Modal; 

f. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di bidang Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Informasi Penanaman Modal; 

g. Menyusun pedoman klasifikasi, rekomendasi dan perizinan usaha di 

bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Informasi 

Penanaman Modal; 

h. Mengevaluasi laporan perkembangan pembinaan di bidang 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Informasi 

Penanaman Modal; 

i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup dinas maupun 

instansi teknis dalam rangka pembinaan di bidang Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Informasi Penanaman Modal; 

j. Membina dan mengawasi, memberi arahan/petunjuk serta bimbingan 

dalam melaksanakan tugas pada satuan kerja yang dibawahinya; 

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kepada kepala dinas; dan 

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Seksi Pemantauan, Pengawasan dan  

Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 

Pasal 11   

(1) Seksi Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman 

Modal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Informasi Penanaman Modal dalam 

melaksanakan kegiatan pemantauan, pengawasan dan pembinaan 

pelaksanaan penanaman modal. 

(2) Seksi Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman 

Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan program dan kegiatan seksi; 

b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi; 

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 

kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan 

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural 

dalam lingkup seksi. 

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. Melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan 

sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan 

penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan 

perundang-undangan; 

b. Melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan 

penanaman modal; 
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c. Melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan 

sektor usaha dan wilayah; 

d. Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal 

lingkup daerah; 

e. Merencanakan program dan kegiatan pembinaan Seksi Pemantauan, 

Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; 

f. Menyiapkan bahan penyuluhan Seksi Pemantauan, Pengawasan dan 

Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; 

g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pembinaan Seksi Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan 

Pelaksanaan Penanaman Modal; 

h. Menyusun petunjuk pembinaan kerjasama dalam bidang Pemantauan, 

Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; 

i. Mengoreksi pelaksanaan pemberian rekomendasi di bidang 

Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman 

Modal; 

j. Menganalisa dan mengevaluasi laporan kegiatan Seksi Pemantauan, 

Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; 

k. Menyusun saran penyelesaian masalah pembinaan Seksi Pemantauan, 

Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; 

l. Membagi tugas, memberikan petunjuk/arahan membimbing bawahan 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

m.Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain 

yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 

Pasal 12   

(1) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal Dan Informasi Penanaman Modal dalam melaksanakan 

kegiatan pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal. 

(2) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan program dan kegiatan seksi; 

b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi; 

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 

kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan 

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural 

dalam lingkup seksi. 

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. Melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan nonperizinan 

penanaman modal; 

b. Melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi 

penanaman modal; 

c. Merencanakan program dan kegiatan pembinaan Seksi Pengolahan 

Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; 
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d. Menyiapkan bahan penyuluhan Seksi Pengolahan Data dan Sistem 

Informasi Penanaman Modal; 

e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka 

pembinaan Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman 

Modal; 

f. Menyusun petunjuk pembinaan kerjasama dalam bidang pengolahan 

data dan sistem informasi penanaman modal; 

g. Mengoreksi pelaksanaan pemberian rekomendasi di bidang pengolahan 

data dan sistem informasi penanaman modal; 

h. Menganalisa dan mengevaluasi laporan kegiatan Seksi Pengolahan Data 

dan Sistem Informasi Penanaman Modal; 

i. Menyusun saran penyelesaian masalah pembinaan Seksi Pengolahan 

Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; 

j. Membagi tugas, memberikan petunjuk/arahan membimbing bawahan 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

k. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain 

yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Bagian Kelima 

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, PENGADUAN, 

KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN 

Pasal 13   

(1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan 

Pelaporan Layanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

melaksanakan kegiatan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan, 

pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan. 

(2) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan 

Pelaporan Layanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : 

a. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, 

mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, 

memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan 

perizinan dan nonperizinan A/I, A/II, A/III, B/I, B/II dan B/III; 

b. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, 

merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, 

mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, 

menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan 

informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;  

c. Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, 

memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, 

mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, 

mengsimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring 

penyusunan kebijakan, hormonisasi dan pemberian advokasi layanan 

serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam 

penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan; 

d. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, 

memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, 
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memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu 

layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, 

mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, 

mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan 

prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi 

serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan 

menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan 

terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang 

efesien dan efektif; 

e. Penyusunan kebijakan teknis bidang; 

f. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;  

g. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 

kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang; 

dan 

h. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan 

pejabat non struktural dalam lingkup bidang. 

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. Merumuskan rencana operasional pembinaan di bidang 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan 

Pelaporan Layanan; 

b. Merumuskan pedoman pembinaan di bidang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; 

c. Melaksanakan pemasyarakatan dan sosialisasi di bidang 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan 

Pelaporan Layanan; 

d. Menyusun data potensi di bidang Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; 

e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup dinas maupun 

instansi teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan di bidang 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan 

Pelaporan Layanan; 

f. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di bidang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; 

g. Menyusun pedoman klasifikasi, rekomendasi dan perizinan usaha di 

bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Pengaduan, Kebijakan 

dan Pelaporan Layanan; 

h. Mengevaluasi laporan perkembangan pembinaan di bidang 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan 

Pelaporan Layanan; 

i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup dinas maupun 

instansi teknis dalam rangka pembinaan di bidang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; 

j. Membina dan mengawasi, memberi arahan/petunjuk serta bimbingan 

dalam melaksanakan tugas pada satuan kerja yang dibawahinya; 

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kepada kepala dinas; dan 

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 
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Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A dan B 

Pasal 14   

(1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A dan B mempunyai tugas 

membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, 

Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dalam melaksanakan 

kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan A dan B. 

(2) Seksi Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan A dan B dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan program dan kegiatan seksi; 

b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi; 

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 

kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan 

d. pelaksanaan evaluasi program & kegiatan pejabat non struktural dalam 

lingkup seksi. 

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan 

A/I, A/II, A/III, B/I, B/II dan B/III; 

b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan 

A/I, A/II, A/III, B/I, B/II dan B/III; 

c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I, 

A/II, A/III, B/I, B/II dan B/III; 

d. Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan A/I, A/II, A/III, B/I, B/II dan B/III; 

e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan 

A/I, A/II, A/III, B/I, B/II dan B/III; 

f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan A/I, A/II, A/III, B/I, B/II dan B/III; 

g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan A/I, A/II, A/III, B/I, B/II dan B/III; 

h. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan 

A/I, A/II, A/III, B/I, B/II dan B/III; 

i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan A/I , A/II, A/III, B/I, B/II dan B/III; 

j. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan A/I , A/II, A/III, B/I, B/II dan B/III; 

k. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan A/I , A/II, A/III, B/I, B/II dan B/III; 

l. Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan A/I , A/II, 

A/III, B/I, B/II dan B/III; 

m.Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan Dan 

Nonperizinan A dan B; 

n. menyiapkan bahan penyuluhan Seksi Pelayanan Perizinan Dan 

Nonperizinan A dan B; 

o. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam Seksi Pelayanan 

Perizinan Dan Nonperizinan A dan B; 

p. menyusun petunjuk pembinaan kerjasama dalam Seksi Pelayanan 

Perizinan Dan Nonperizinan A dan B; 
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q. mengoreksi pelaksanaan pemberian rekomendasi Pelayanan Perizinan 

Dan Nonperizinan A dan B; 

r. menganalisa dan mengevaluasi laporan kegiatan Seksi Pelayanan 

Perizinan Dan Nonperizinan A dan B; 

s. menyusun saran penyelesaian masalah Seksi Pelayanan Perizinan Dan 

Nonperizinan A dan B; 

t. membagi tugas, memberikan petunjuk/arahan membimbing bawahan 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

u. membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain 

yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Seksi Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan 

Pasal 15   

(1) Seksi Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu 

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Pengaduan, 

Kebijakan dan Pelaporan Layanan dalam melaksanakan kegiatan 

pengaduan kebijakan dan pelaporan. 

(2) Seksi Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan program dan kegiatan seksi; 

b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi; 

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program 

dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan 

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural 

dalam lingkup seksi 

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. Melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi 

layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

b. Menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, 

pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), 

dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan dan menyiapkan 

dan mengumpulkan data pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan 

dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

c. Merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, 

SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan 

dan merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi 

layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

d. Mengidentifikasi dan mengkalsifikasikan data dan bahan pelaporan 

yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar 

layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan 

nonperizinan dan mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, 
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informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

e. Mempelajari dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, 

SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan 

f. Mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, 

informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

g. Mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, 

SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

h. Memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, infomasi, dan 

konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan 

nonperizinan; 

i. Menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan 

terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta 

pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi 

pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, 

murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan 

dan nonperizinan yang efesien dan efektif. dan menganalisis data 

permasalahan penanganan pengaduan,  informasi, dan konsultasi 

layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 

j. Merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, 

inovasi layanan perizinan dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan 

pelayanan perizinan dan nonperizinan dan merumuskan permasalahan 

penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam 

rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

k. Mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, 

SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

l. Memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, 

informasi¸ dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

m. Menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, 

SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan pada sistem teknologi informasi (secara 

elektronik); 

n. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi 

layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 
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o. Membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana 

infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan 

administrasi serta peningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan; 

p. Membuat konsep penanganan pengaduan dan tindaklanjut pengaduan, 

informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan 

dan nonperizinan dan konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, 

SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

q. Menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi 

layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;   

r. Menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait 

dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan 

kepada masyarakat; 

s. Merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan 

terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

t. Mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) 

terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian 

sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;  

u. Menganalisis bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) 

terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian 

sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

v. Mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan 

kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan 

dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi 

dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan 

nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

w. Mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait 

pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam 

penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

x. Pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

y. Menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan 

pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan serta membuat telahaan staf dan/atau surat 

sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait 
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dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan 

pemberian kemudahan berusaha; 

z. Mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah 

terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam 

penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan serta 

model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat; 

aa. Membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan 

serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan;  

bb. Menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta 

advokasi layanan terkait dengan perizinan dan nonperizinan  dalam 

mengeluarkan peraturan lingkup daerah; 

cc. Membagi tugas, memberikan petunjuk/arahan membimbing bawahan 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

dd. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain 

yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

BAB IV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 16   

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB V 

TIM TEKNIS  

Pasal 17   

(1) Tim Teknis adalah Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seram Bagian Timur yang melaksanakan 

tugas teknis operasional dinas di lapangan. 

(2) Pembentukan Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten 

Seram Bagian Timur. 

BAB VI 

TATA KERJA 

Pasal 18   

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan koordinasi Asisten bidang tugas. 
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(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala 

Seksi, Kepala Tim Teknis dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional 

dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, 

integrasi dan singkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam 

lingkup masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam 

lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas 

masing-masing.  

Pasal 19   

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Tim Teknis, Kepala Sub Bagian, Kepala 

Seksi dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional Wajib mengawasi 

bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil 

langkah-langkah yanh diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Pasal 20   

(1) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Tim Teknis, Kepala Sub Bagian, Kepala 

Seksi dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab 

untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan 

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 

bawahannya. 

(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib 

mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertangung jawab 

kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat 

waktunya. 

(3) Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Tim 

Teknis dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional wajib diolah dan 

dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan 

dijadikan bahan pertimbangan untuk memberikan petunjuk/arahan 

kepada bawahan.  

(4) Sekretaris, mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala dinas sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada pejabat yang 

berwenang dan tembusannya disampaikan kepada satuan 

organisasi/instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 21   

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan ini, yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan.  

BAB VII  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22   

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram 

Bagian Timur.  

  

 Ditetapkan di Bula  

 pada tanggal 24 Mei 2017 

 BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,  

 

             ttd 

 

  

 ABDUL MUKTI KELIOBAS 

  

 

 

 

Diundangkan di Bula  

pada tanggal 24 Mei 2017 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, 

 

 

          ttd 
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